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BAB IV 

Penutup 

4.1 Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ini terdapat dua 

bentuk perlindungan yaitu perlindungan preventif dan represif, dimana dalam 

bentuk preventif ini dengan adanya Undang-Undang seperti UU Perlindungan 

Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana 

Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Upaya preventif tersebut 

merupakan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual 

terhadap anak dengan dibuatnya peraturan sebagai upaya pencegahan 

sehingga tidak adanya anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain  

upaya preventif juga ada upaya represif dimana upaya ini merupakan 

perlindungan ketika anak telah menjadi korban kekerasan seksual, dengan 

adanya hukuman dalam undang-undang tersebut sehingga pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak mendapat hukuman selain berupa hukuman bentuk 

perlindungan represif juga berupa keterpaduan yang ada dalam Perda Jawa 

Timur No 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan 

Anak, dan upaya penegakan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual 
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ditambahkan dengan pemerintah menerbitkan Perpu No 1 Tahun 2016 

Tentang Perlindungan Anak. 

 

2. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab didalam Undang-Undang No 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah pemerintah, pemerintah 

daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali. Dalam hal perlindungan 

anak pihak-pihak tersebut belum maksimal dalam menjalankan tanggung 

jawabnya untuk melindungi hak-hak anak, karena  pemerintah dan pemerintah 

daerah menurut amanah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak masih berfokus kepada pencegahan dan penanganan kasus 

sedangkan rehabilitasi korban belum ada kecuali hanya terdapat pada Undang-

Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak. 

 

4.2 Saran 

1. Dalam penanganan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan 

seksual pemerintah dan penegak hukum agar dapat menerapkan Undang-

Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan semaksimal 

mungkin agar dapat memberi efek jera bagi pelaku dengan memberi hukuman 

maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dan para penegak 

hukum diharapkan untuk dapat memberikan hukum yang maksimal bagi 

pelaku dengan melihat koban adalah anak sebagai penerus masa depan. 
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2. Pihak sekolah tidak mengambil langkah penyelesaian kasus kekerasan seksual 

yang terjadi di lingkungan sekolah dengan jalan damai, karena sudah ada 

Undang-Undang yang mengatur untuk menyelasaikan kasus tersebut melalui  

jalur hukum. Dan juga perlindungan hukum pada anak juga dapat masuk 

dalam kurikulum pendidikan sehingga anak bisa menegerti bentuk-bentuk 

kekerasan seksual tersebut baik edukasi kepada anak itu sendiri maupun 

kepada orang tua sehingga tidak takut lagi untuk melaporkannya jika ada 

bentuk kekerasan seksual apapun. 

3. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak yaitu negara, 

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali 

agar ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dan dapat menjamin 

pemenuhan hak-hak anak. Sebaiknya pemerintah memberikan pencegahan 

agar kejahatan seksual tidak menimpa kembali kepada anak dan anak menjadi 

korban, dengan cara membuat peraturan yang memberikan efek jera bagi 

pelaku kejahatan seksual. 
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